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Abstract 

 
General Background: Tax revenue is vital for national development and budget stability. Specific 

Background: Asian developing countries face low tax ratios due to informal sectors and weak 

administration. Knowledge Gap: Prior studies on tax determinants and corruption control 

moderation showed inconsistent results across crisis and recovery phases. Aims: This study analyzes 

tax revenue determinants and corruption control moderation in 24 Asian developing countries during 

the COVID-19 pandemic (2020–2021) and new normal (2022–2024). Results: Using multiple 

regression and Moderated Regression Analysis (MRA) on 120 observations, Foreign Direct Investment 

(FDI), urbanization, and industry consistently show positive relationships with tax revenue, while 

agriculture is negative. Per capita income is insignificant, whereas services turn positive in the new 

normal. Corruption control strengthens industry, does not moderate FDI or urbanization, weakens 

agriculture during the pandemic, and weakens per capita income while strengthening services in the 

new normal. Novelty: This research compares macroeconomic, sectoral, and institutional variables 

across pandemic and post-pandemic clusters. Implications: Governments must strengthen formal 

sector taxation and reform fiscal administration. 

 
Highlights: 

 
Cross-border capital inflows, city population concentration, plus manufacturing consistently 

increase state fiscal receipts across pandemic alongside recovery periods. 

 
Agricultural dominance consistently reduces state fiscal receipts, whereas service sector 

contributions become positive only during post-pandemic recovery. 

 
Anti-corruption governance consistently strengthens manufacturing contributions while 

selectively moderating agriculture, services, plus per capita income across periods.  

 

 
Keywords: Foreign Direct Investment, Urbanization, Tax Revenue, Corruption Control, Moderated 

Regression Analysis 
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I. Pendahuluan 

Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi internasional, penerimaan pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat 

penting bagi setiap negara karena berperan dalam pembiayaan pembangunan, stabilitas anggaran, dan kebijakan 

redistribusi pendapatan [1]. Penerimaan pajak juga mencerminkan kapasitas pemerintah dalam mengelola basis pajak 

nasional serta efektivitas sistem perpajakan yang berlaku [2]. Namun demikian, kemampuan setiap negara dalam 

mengoptimalkan penerimaan pajak menunjukkan perbedaan yang cukup besar, khususnya pada negara-negara berkembang 

di kawasan Asia [3]. Secara umum, negara berkembang cenderung memiliki rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) yang relatif lebih rendah dibandingkan negara maju karena masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi 

sektor informal, keterbatasan basis pajak, rendahnya kepatuhan perpajakan, serta lemahnya kapasitas administrasi fiskal 

[4]. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi, tetapi juga oleh 

dinamika struktural yang berbeda pada masing-masing negara. 

 
Negara-negara berkembang menurut klasifikasi World Bank merupakan negara dengan kategori lower-middle income & 

upper-middle income. Klasifikasi tersebut didasarkan pada kelompok pendapatan nasional bruto (Gross National 

Income/GNI per capita) yang ditetapkan oleh World Bank [5]. Negara-negara tersebut memiliki karakteristik ekonomi dan 

tingkat perkembangan yang beragam, baik dari sisi struktur ekonomi, tingkat industrialisasi, kapasitas fiskal, maupun 

kualitas tata kelola pemerintahan. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan kemampuan masing-masing negara dalam 

menghimpun penerimaan pajak juga berbeda-beda sehingga menimbulkan variasi rasio pajak antarnegara [6]. Kondisi ini 

menjadikan negara-negara berkembang di kawasan Asia menarik untuk diteliti karena masih menghadapi tantangan berupa 

tingginya sektor informal, keterbatasan basis pajak, serta efektivitas administrasi perpajakan yang belum optimal. 

 

 
Sumber : Diolah dari IMF (WoRLD), 2026 

 
Berdasarkan gambar 1, variasi rasio penerimaan pajak terhadap GDP pada negara-negara berkembang di kawasan Asia 

menunjukkan masih lemahnya mobilisasi pendapatan domestik di kawasan, karena sebagian besar negara berada di bawah 

tingkat tax ratio yang dinilai memadai untuk pembiayaan pembangunan menurut IMF dan World Bank [6]. Perbedaan yang 

cukup lebar ini mencerminkan heterogenitas kapasitas fiskal, tingginya sektor informal, dan masih terbatasnya efektivitas 

administrasi perpajakan sebagaimana dicatat dalam studi IMF terkait tax capacity Asia [7]. OECD juga menegaskan bahwa 

rendahnya tax effort di sejumlah negara berdampak pada keterbatasan pembiayaan layanan publik dan stabilitas ekonomi 

jangka panjang [8]. Oleh karena itu, pola penerimaan pajak pada tabel tersebut menegaskan pentingnya analisis lebih 

mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak negara-negara berkembang di kawasan 

Asia. 

 
Berdasarkan Tax Capacity Theory, kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pajak tidak hanya ditentukan oleh 

kebijakan perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi dan struktur perekonomian negara tersebut [9]. 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti Foreign Direct Investment (FDI), urbanisasi, 

pendapatan per kapita, serta struktur ekonomi yang tercermin melalui kontribusi sektor jasa, agrikultur, dan industri 

memiliki peran penting dalam menentukan tingkat penerimaan pajak suatu negara [10], [11], [12], [13]. Faktor-faktor 

tersebut dapat memperluas basis pajak, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mencerminkan tingkat transformasi ekonomi 

yang pada akhirnya memengaruhi kapasitas perpajakan suatu negara. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh FDI, 

urbanisasi, pendapatan per kapita, kontribusi sektor jasa, agrikultur, dan industri terhadap penerimaan pajak pada negara 

berkembang di kawasan Asia. 

 
Foreign Direct Investment (FDI) merupakan aliran modal yang masuk ke suatu negara berupa kepemilikan aset produktif 

oleh investor asing melalui pendirian usaha baru, ekspansi operasi, maupun akuisisi perusahaan lokal, yang bertujuan 

menciptakan kendali jangka panjang atas aktivitas ekonomi di negara penerima investasi [11]. Dalam praktiknya, FDI dapat 

berupa pembangunan fasilitas produksi oleh perusahaan multinasional atau kepemilikan saham mayoritas pada perusahaan 

domestik yang menjadi motor penggerak pembentukan kapasitas produksi serta integrasi ekonomi internasional [14]. 

Berbagai penelitian di kawasan Asia menunjukkan bahwa FDI berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena dapat 

memperluas basis pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan profitabilitas perusahaan asing [11] dan [15], namun 

penelitian lain menemukan bahwa FDI tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, terutama pada negara yang 

menghadapi masalah tata kelola fiskal dan efektivitas regulasi perpajakan [14]. 
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Urbanisasi merupakan proses meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan sebagai akibat 

pertumbuhan alami maupun perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang pada akhirnya mendorong perubahan struktur 

ekonomi, peningkatan aktivitas produktif, serta perluasan pusat-pusat pertumbuhan baru di suatu negara [11]. Urbanisasi 

biasanya tercermin melalui ekspansi kawasan perkotaan, pembangunan infrastruktur transportasi dan industri, serta 

meningkatnya konsentrasi kegiatan ekonomi modern seperti sektor jasa dan manufaktur [3]. Dalam konteks negara-negara 

Asia, beberapa penelitian menemukan bahwa urbanisasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena tingginya aktivitas 

ekonomi perkotaan dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan potensi pendapatan negara [11] dan [3]. Namun 

demikian, penelitian lain menunjukkan bahwa urbanisasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, terutama ketika 

pertumbuhan kota tidak diimbangi dengan kualitas tata kelola fiskal, pemerataan pembangunan, atau efektivitas kebijakan 

publik [10] dan [16]. 

 
Pendapatan per kapita merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang dimiliki oleh setiap 

individu dalam suatu negara dalam satu periode tertentu dan sering digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan 

masyarakat serta kapasitas ekonomi suatu negara [2]. Dalam konteks negara berkembang di kawasan Asia, pendapatan per 

kapita mencerminkan kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi yang menjadi 

sumber potensial penerimaan pajak negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin besar pula kemampuan 

masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi ekonomi formal, sehingga dapat memperluas basis pajak dan 

meningkatkan kapasitas penerimaan negara dari sektor perpajakan [17]. Beberapa penelitian di kawasan Asia menunjukkan 

bahwa peningkatan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak, karena semakin tinggi pendapatan 

masyarakat maka potensi transaksi ekonomi, konsumsi formal, dan basis pajak cenderung meningkat [2] dan [12]. Namun 

demikian, terdapat pula penelitian yang menemukan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak, terutama ketika struktur ekonomi informal masih dominan atau efektivitas administrasi perpajakan di suatu negara 

kurang optimal [18]. 

 
Sektor jasa merupakan kelompok aktivitas ekonomi yang menyediakan layanan seperti perdagangan, transportasi, 

pariwisata, keuangan, komunikasi, dan layanan profesional yang berperan penting dalam pembentukan nilai tambah dan 

struktur perekonomian modern [12]. Sektor jasa memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian negara berkembang di 

kawasan Asia karena mampu mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, memperluas transaksi formal, serta meningkatkan 

peredaran pendapatan masyarakat. Perkembangan sektor jasa juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak melalui 

pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan berbagai pungutan atas aktivitas perdagangan maupun layanan ekonomi 

lainnya [19]. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kontribusi sektor jasa berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

karena aktivitas jasa yang berkembang mendorong peningkatan transaksi formal, perluasan basis pajak, dan pertumbuhan 

pendapatan negara [12]. Namun, penelitian lain menemukan bahwa sektor jasa tidak berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak, terutama ketika sebagian besar layanan masih didominasi usaha kecil informal, tingkat kepatuhan pajak rendah, atau 

efektivitas administrasi pajak pada sektor jasa belum optimal [20]. 

 
Sektor agrikultur merupakan aktivitas ekonomi yang mencakup pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang 

berperan sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku industri, serta sumber mata pencaharian bagi sebagian besar 

masyarakat di negara berkembang [13]. Sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian negara berkembang di 

kawasan Asia karena mampu menciptakan aktivitas produksi, perdagangan komoditas, dan penyerapan tenaga kerja yang 

berpotensi memperluas basis penerimaan pajak negara. Selain itu, peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor 

agrikultur dapat mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat serta aktivitas ekonomi formal yang berdampak pada 

meningkatnya potensi penerimaan pajak [21]. Penelitian terdahulu menemukan bahwa kontribusi sektor agrikultur dapat 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak ketika produktivitas dan nilai tambah sektor ini meningkat, sehingga memperluas 

potensi pajak dari aktivitas usaha formal dan perdagangan komoditas [13]. Namun, terdapat pula penelitian yang 

menunjukkan bahwa sektor agrikultur tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, terutama karena tingginya dominasi 

usaha kecil informal, rendahnya intensitas perpajakan di sektor ini, serta keterbatasan administrasi pajak di beberapa 

negara [22]. 

 
Kontribusi sektor industri merupakan persentase nilai tambah industri terhadap PDB yang mencerminkan kemampuan 

sektor ini dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang menjadi basis penerimaan pajak negara [23]. Semakin besar kontribusi 

sektor industri, maka semakin tinggi aktivitas produksi, investasi, dan pendapatan yang dihasilkan sehingga berpotensi 

meningkatkan penerimaan pajak melalui pajak penghasilan badan, pajak tenaga kerja, maupun pajak konsumsi. Selain itu, 

sektor industri umumnya memiliki tingkat formalitas yang lebih tinggi dibanding sektor informal sehingga lebih mudah 

dijangkau oleh sistem perpajakan [23]. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak di beberapa negara [24]. Namun, terdapat pula penelitian yang menemukan hasil tidak 

berpengaruh, terutama ketika dimoderasi oleh faktor tata kelola atau struktur ekonomi [25]. 

 
Penerimaan pajak (Tax Revenue) merupakan sumber utama pendapatan negara yang berasal dari kontribusi wajib 

masyarakat dan badan usaha kepada pemerintah tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

publik dan pembangunan ekonomi [26]. Secara konseptual, penerimaan pajak mencerminkan kapasitas fiskal suatu negara 

serta kemampuan pemerintah dalam menghimpun sumber daya domestik melalui sistem perpajakan yang efektif dan 

berkelanjutan [27]. Penerimaan pajak umumnya dipengaruhi oleh tingkat aktivitas ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan 

masyarakat, serta kualitas institusi dan kebijakan publik yang berlaku [10]. Dalam konteks negara-negara Asia dan negara 

berkembang, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, 

foreign direct investment (FDI), urbanisasi, dan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena 

mampu memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak [11]. Namun demikian, penelitian lain 

menemukan bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak selalu signifikan apabila pertumbuhan ekonomi tidak disertai 

dengan tata kelola pemerintahan yang baik, stabilitas politik, serta efektivitas regulasi dan administrasi perpajakan [20]. 
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Pengendalian korupsi merupakan indikator tata kelola yang menggambarkan seberapa efektif suatu negara mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan melalui regulasi, pengawasan, dan integritas birokrasi yang kuat [11]. Tingkat pengendalian 

korupsi yang tinggi berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dengan menekan praktik penghindaran, kebocoran fiskal, 

serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan [11]. Selain itu, pengendalian korupsi yang 

kuat juga dapat memperkuat pengaruh variabel ekonomi, seperti Foreign Direct Investment, pendapatan per kapita, atau 

kontribusi sektor industri, terhadap penerimaan pajak karena investor dan pelaku industri cenderung lebih responsif di 

negara dengan tata kelola yang baik [11]. Beberapa penelitian dalam konteks Asia menemukan bahwa pengendalian korupsi 

berpengaruh sebagai variabel moderasi, sehingga memperkuat hubungan antara variabel ekonomi dan penerimaan pajak 

[11] dan [13]. Namun, studi lain menunjukkan bahwa pengendalian korupsi tidak selalu memoderasi hubungan tersebut 

secara signifikan, terutama pada negara yang masih menghadapi masalah institusional dan ketidakstabilan birokrasi [28]. 

 
Penelitian ini menggunakan Teori Kapasitas Pajak (Tax Capacity Theory) sebagai grand theory dalam menjelaskan 

penerimaan pajak suatu negara. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak 

ditentukan oleh kapasitas ekonomi yang tercermin dari tingkat pendapatan nasional, struktur perekonomian, serta luas 

basis pajak yang dapat dikenakan pajak [9]. Dalam perspektif keuangan publik, penerimaan pajak dipandang sebagai fungsi 

dari aktivitas ekonomi formal yang berkembang seiring dengan peningkatan produksi, pendapatan, dan transformasi 

struktur sektor ekonomi [9]. Oleh karena itu, faktor-faktor ekonomi makro seperti investasi, pendapatan per kapita, 

urbanisasi, serta kontribusi sektor-sektor ekonomi utama dipandang sebagai indikator yang mencerminkan kapasitas pajak 

suatu negara. 

 
Untuk memperkuat kerangka konseptual tersebut, penelitian ini didukung oleh Teori Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi 

serta Teori Institusional sebagai teori pendukung. Teori pertumbuhan dan transformasi struktural menjelaskan bahwa 

proses pembangunan ekonomi ditandai oleh peningkatan pendapatan per kapita, urbanisasi, serta pergeseran kontribusi 

sektor ekonomi dari agrikultur menuju industri dan jasa, yang secara bertahap menciptakan struktur ekonomi yang lebih 

produktif dan terformalisasi [29]. Perubahan struktur ekonomi tersebut berimplikasi pada perluasan basis pajak dan 

peningkatan potensi penerimaan pajak. Sementara itu, Teori Institusional menekankan bahwa kualitas institusi, khususnya 

pengendalian korupsi, berperan dalam menentukan sejauh mana potensi penerimaan pajak yang dihasilkan dari aktivitas 

ekonomi dapat direalisasikan secara efektif [30]. Dengan demikian, kualitas institusi dipahami sebagai faktor yang dapat 

memperkuat atau melemahkan hubungan antara aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak. 

 
Penelitian ini menggabungkan variabel–variabel yang digunakan dalam tiga penelitian terdahulu, yaitu foreign direct 

investment, urbanisasi, pendapatan per kapita, kontribusi sektor jasa, agrikultur, serta sektor industri pada penerimaan 

pajak di negara-negara Asia [11], [12], dan [13]. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus 

variabel dependen berupa penerimaan pajak serta penggunaan variabel moderasi berupa pengendalian korupsi. Adapun 

perbedaan penelitian ini terletak pada cakupan objek penelitian yang meliputi negara-negara berkembang di kawasan Asia 

yang termasuk dalam kategori lower-middle income dan upper-middle income, sehingga memberikan gambaran yang lebih 

luas dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada kawasan atau kelompok negara tertentu. Selain itu, 

penelitian ini tidak hanya menggunakan periode observasi tahun 2020–2024, tetapi juga mengelompokkan periode 

penelitian ke dalam dua klaster dinamis, yaitu periode pandemi Covid-19 (2020–2021) dan periode new normal (2022–2024). 

Pembagian ini krusial karena pandemi Covid-19 memicu krisis kesehatan dan ekonomi yang direspons pemerintah melalui 

pengeluaran fiskal darurat secara masif, seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), insentif/relaksasi perpajakan, dan 

subsidi ekonomi [31]. Dalam kondisi krisis tersebut, tuntutan pencairan anggaran yang cepat sering kali diiringi oleh 

pelemahan mekanisme pengawasan, sehingga meningkatkan risiko tinggi terjadinya kebocoran anggaran darurat, korupsi 

penyaluran bansos, serta penyalahgunaan insentif pajak oleh pelaku usaha [32]. Kebocoran fiskal ini berpotensi 

melumpuhkan dampak stimulus ekonomi sekaligus menggerogoti basis penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, 

penempatan pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi menjadi sangat relevan. Pada klaster pandemi COVID-19, 

pengendalian korupsi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan (guardrail) untuk menekan kebocoran anggaran dan 

penyalahgunaan relaksasi pajak agar kapasitas perpajakan tidak makin terdegradasi [32]. Sebaliknya, pada klaster new 

normal (2022–2024), seiring dihentikannya insentif darurat dan pulihnya aktivitas ekonomi, pengendalian korupsi berperan 

memfasilitasi penegakan regulasi dan efisiensi administrasi perpajakan agar kebangkitan sektor ekonomi dapat terkonversi 

secara optimal menjadi penerimaan negara tanpa terhalang praktik tax evasion [32]. 

 
Berdasarkan perbedaan cakupan penelitian dan celah penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh foreign direct investment, urbanisasi, pendapatan per kapita, kontribusi sektor jasa, sektor 

agrikultur, dan sektor industri terhadap penerimaan pajak pada negara berkembang di kawasan Asia. Analisis dilakukan 

pada dua klaster periode, yaitu periode pandemi Covid-19 (2020–2021), dan periode new normal (2022–2024), untuk 

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara faktor-faktor ekonomi dan 

penerimaan pajak pada kondisi ekonomi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran 

pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel-variabel 

ekonomi tersebut dengan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini didasarkan pada kerangka Tax Capacity Theory, Teori 

pertumbuhan & struktur ekonomi & Teori Institusional, yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi dan 

transformasi struktur ekonomi tidak secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak tanpa didukung oleh kualitas institusi 

dan tata kelola pemerintahan yang baik [11]. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris 

yang lebih komprehensif mengenai pengaruh faktor-faktor ekonomi dan kualitas institusi terhadap penerimaan pajak, serta 

menunjukkan bagaimana hubungan tersebut berubah pada periode pandemi dan pascapandemi Covid-19. 

 
Kerangka Konseptual 

 
Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2 Kerangka Konseptual  

 
Sumber : Dibuat oleh peneliti 

 

Pengembangan Hipotesis 

 
Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Penerimaan Pajak 

 
Foreign Direct Investment (FDI) merupakan investasi lintas negara yang memberikan kepemilikan dan pengendalian 

langsung kepada investor asing terhadap entitas usaha di negara tujuan, sehingga berperan dalam meningkatkan aktivitas 

dan kapasitas ekonomi suatu negara [11]. Dalam perspektif Tax Capacity Theory, peningkatan aktivitas ekonomi yang 

dihasilkan dari masuknya FDI mencerminkan bertambahnya kapasitas pajak melalui perluasan basis pajak, baik dari 

peningkatan laba perusahaan, penyerapan tenaga kerja, maupun meningkatnya volume transaksi ekonomi yang dapat 

dikenakan pajak [9]. Selain itu, dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi, FDI dipandang sebagai salah satu sumber 

pembiayaan dan penggerak pertumbuhan yang mendorong peningkatan pendapatan nasional dan produktivitas ekonomi 

[29]. Sejumlah penelitian empiris terdahulu menunjukkan bahwa FDI berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena 

mampu memperluas basis pajak dan meningkatkan kapasitas fiskal negara, khususnya pada negara berkembang [11], [2]. 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 
H1: Foreign Direct Investment Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak. 

Pengaruh Urbanisasi Terhadap Penerimaan Pajak 

Urbanisasi merupakan proses meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan sebagai konsekuensi dari 

pembangunan ekonomi dan transformasi struktural [11]. Dalam perspektif Tax Capacity Theory, urbanisasi mencerminkan 

konsentrasi aktivitas ekonomi formal, peningkatan pendapatan, serta kemudahan administrasi pemungutan pajak, sehingga 

berpotensi memperluas basis pajak dan meningkatkan kapasitas pajak suatu negara [9]. Dari sudut pandang teori 

pertumbuhan ekonomi, urbanisasi berkaitan dengan peningkatan produktivitas, diversifikasi kegiatan ekonomi, dan 

perluasan sektor formal yang menjadi sumber utama penerimaan pajak [29]. Selain itu, efektivitas pemanfaatan potensi 

pajak akibat urbanisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, khususnya dalam hal tata kelola dan pengendalian 

korupsi, yang menentukan kemampuan negara dalam mengonversi aktivitas ekonomi menjadi penerimaan pajak [30]. 

Sejumlah penelitian empiris terdahulu menunjukkan bahwa urbanisasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena 

mendorong formalisasi ekonomi dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak di berbagai negara berkembang [11], [3]. 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 
H2: Urbanisasi Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak. 

Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak 

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan ekonomi rata-rata 

penduduk suatu negara [2]. Dalam perspektif Tax Capacity Theory, peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan 

bertambahnya kapasitas ekonomi dan kemampuan membayar pajak, sehingga memperluas basis pajak dan meningkatkan 

potensi penerimaan pajak negara [9]. Dari sudut pandang teori pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan per kapita 

mencerminkan peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, yang selanjutnya mendorong 

peningkatan penerimaan negara melalui berbagai jenis pajak, baik pajak langsung maupun tidak langsung [29]. Selain itu, 

teori institusional menekankan bahwa realisasi potensi penerimaan pajak yang berasal dari peningkatan pendapatan per 

kapita sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, khususnya efektivitas administrasi perpajakan dan pengendalian korupsi 

[30]. Sejumlah penelitian empiris terdahulu menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh terhadap penerimaan 
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pajak karena mencerminkan meningkatnya kapasitas fiskal dan kepatuhan wajib pajak di berbagai negara, termasuk di 

kawasan Asia [12], [28]. 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 
H3: Pendapatan Per Kapita Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak. 

Pengaruh Kontribusi Sektor Jasa Terhadap Penerimaan Pajak 

Sektor jasa merupakan sektor ekonomi yang mencakup berbagai kegiatan seperti perdagangan, transportasi, keuangan, 

komunikasi, dan jasa lainnya yang umumnya bersifat lebih formal dan terorganisasi [12]. Dalam perspektif Tax Capacity 

Theory, meningkatnya kontribusi sektor jasa dalam perekonomian mencerminkan perluasan basis pajak karena aktivitas 

sektor ini relatif lebih mudah dikenakan pajak, baik melalui pajak penghasilan maupun pajak tidak langsung seperti Pajak 

Pertambahan Nilai [9]. Dari sudut pandang teori pertumbuhan ekonomi, perkembangan sektor jasa sejalan dengan 

transformasi struktural menuju perekonomian modern yang ditandai oleh peningkatan produktivitas, pendapatan, dan 

intensitas transaksi ekonomi [29]. Selain itu, teori institusional menekankan bahwa efektivitas pemungutan pajak dari sektor 

jasa sangat bergantung pada kualitas institusi, termasuk kepastian regulasi dan pengendalian korupsi, yang menentukan 

tingkat kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan [30]. Sejumlah penelitian empiris terdahulu menunjukkan bahwa 

kontribusi sektor jasa berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena sektor ini menjadi sumber utama aktivitas ekonomi 

formal di banyak negara berkembang [12], [15]. 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 
H4: Kontribusi Sektor Jasa Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak. 

Pengaruh Kontribusi Sektor Agrikultur Terhadap Penerimaan Pajak 

Sektor agrikultur merupakan sektor ekonomi yang mencakup kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang umumnya 

memiliki karakteristik tingkat formalitas dan produktivitas yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor industri dan jasa 

[13]. Dalam perspektif Tax Capacity Theory, dominasi sektor agrikultur dalam struktur perekonomian sering dikaitkan 

dengan keterbatasan basis pajak karena aktivitas sektor ini relatif sulit dipajaki dan memiliki kontribusi pajak yang lebih 

rendah [9]. Dari sudut pandang teori pertumbuhan ekonomi, peningkatan kontribusi sektor agrikultur tetap memiliki peran 

dalam mendorong aktivitas ekonomi, namun dampaknya terhadap penerimaan pajak cenderung lebih terbatas dibandingkan 

sektor-sektor yang lebih modern dan terformalisasi [29]. Selain itu, teori institusional menekankan bahwa efektivitas 

pemungutan pajak dari sektor agrikultur sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi dan kebijakan pemerintah, termasuk 

pengendalian korupsi dan kapasitas administrasi perpajakan [30]. Sejumlah penelitian empiris terdahulu menunjukkan 

bahwa kontribusi sektor agrikultur cenderung berpengaruh terhadap penerimaan pajak, khususnya di negara berkembang 

yang struktur ekonominya masih didominasi sektor primer [13], [20]. 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 
H5: Kontribusi Sektor Agrikultur Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak. 

Pengaruh Kontribusi Sektor Industri Terhadap Penerimaan Pajak 

Sektor industri merupakan sektor ekonomi yang mencakup kegiatan manufaktur dan pengolahan yang umumnya memiliki 

tingkat produktivitas, nilai tambah, dan formalitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor primer [23]. Dalam perspektif Tax 

Capacity Theory, meningkatnya kontribusi sektor industri mencerminkan perluasan basis pajak karena aktivitas industri 

relatif lebih mudah dipantau dan dikenakan pajak, baik melalui pajak penghasilan badan, pajak penghasilan tenaga kerja, 

maupun pajak tidak langsung [9]. Dari sudut pandang teori pertumbuhan ekonomi, perkembangan sektor industri berperan 

sebagai penggerak utama peningkatan output dan pendapatan nasional yang berkelanjutan, sehingga memperkuat kapasitas 

fiskal negara [29]. Selain itu, teori institusional menekankan bahwa efektivitas pemungutan pajak dari sektor industri sangat 

dipengaruhi oleh kualitas institusi, termasuk kepastian regulasi, kualitas administrasi perpajakan, dan pengendalian korupsi 

[30]. Sejumlah penelitian empiris terdahulu menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak karena sektor ini menjadi sumber utama aktivitas ekonomi formal dan basis pajak di banyak negara 

berkembang [24], [27]. 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 
H6: Kontribusi Sektor Industri Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak. 

 
Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pengendalian Korupsi Sebagai 

Moderasi 

 
Pengendalian korupsi merupakan indikator kualitas institusi yang mencerminkan sejauh mana kekuasaan publik digunakan 

secara efektif dan bebas dari praktik koruptif [11]. Dalam kerangka Tax Capacity Theory, kualitas institusi yang baik 

berperan penting dalam memastikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi, termasuk yang berasal dari Foreign Direct 

Investment (FDI), dapat dikonversi secara optimal menjadi penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak dan peningkatan 

kepatuhan [9]. Dari perspektif teori institusional, tingkat pengendalian korupsi yang lebih tinggi meningkatkan efektivitas 

administrasi perpajakan, mengurangi penghindaran pajak, serta memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan, 

termasuk perusahaan multinasional [30]. Dengan demikian, pengendalian korupsi yang baik akan memperkuat pengaruh 
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FDI terhadap penerimaan pajak. 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 
H7: Pengendalian Korupsi Memoderasi Hubungan Foreign Direct Investment Terhadap Penerimaan Pajak. 

Pengaruh Urbanisasi Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pengendalian Korupsi Sebagai Moderasi 

Pengendalian korupsi merupakan indikator kualitas institusi yang menunjukkan efektivitas tata kelola pemerintahan dalam 

membatasi penyalahgunaan kekuasaan publik [11]. Dalam perspektif Tax Capacity Theory, urbanisasi mencerminkan 

konsentrasi aktivitas ekonomi formal dan kepadatan objek pajak yang berpotensi meningkatkan kapasitas pajak suatu 

negara, namun realisasi potensi tersebut sangat bergantung pada kualitas institusi fiskal [9]. Berdasarkan teori institusional, 

tingkat pengendalian korupsi yang lebih baik akan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, memperbaiki 

kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi kebocoran penerimaan pajak yang sering terjadi di wilayah perkotaan dengan 

aktivitas ekonomi yang tinggi [30]. Dengan demikian, pengendalian korupsi yang kuat akan memperkuat pengaruh 

urbanisasi terhadap penerimaan pajak. 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 
H8: Pengendalian Korupsi Memoderasi Hubungan Urbanisasi Terhadap Penerimaan Pajak. 

 
Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pengendalian Korupsi Sebagai Moderasi 

 
Pengendalian korupsi mencerminkan kualitas institusi publik yang berperan penting dalam menjamin efektivitas 

pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak [12]. Dalam perspektif Tax Capacity Theory, peningkatan pendapatan per 

kapita menunjukkan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat yang berpotensi memperluas basis pajak, namun 

realisasi potensi tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi fiskal [9]. Berdasarkan teori institusional, tingkat 

pengendalian korupsi yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperkuat 

kepatuhan pajak, serta mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak [30]. Dengan demikian, pengendalian 

korupsi yang efektif akan memperkuat pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H9: Pengendalian Korupsi Memoderasi Hubungan Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak. 

Pengaruh Kontribusi Sektor Jasa Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pengendalian Korupsi Sebagai Moderasi 

Pengendalian korupsi merupakan cerminan kualitas institusi yang berperan penting dalam memastikan efektivitas 

pengelolaan dan pemungutan pajak [12]. Dalam perspektif Tax Capacity Theory, peningkatan kontribusi sektor jasa 

mencerminkan meluasnya aktivitas ekonomi formal yang berpotensi meningkatkan kapasitas pajak, namun realisasi potensi 

tersebut sangat bergantung pada kualitas institusi fiskal [9]. Berdasarkan teori institusional, tingkat pengendalian korupsi 

yang lebih baik akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di sektor jasa, memperkuat penegakan regulasi perpajakan, 

serta mengurangi praktik penghindaran pajak yang umum terjadi pada sektor dengan intensitas transaksi tinggi [30]. 

Dengan demikian, pengendalian korupsi yang efektif akan memperkuat pengaruh kontribusi sektor jasa terhadap 

penerimaan pajak. 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H10: Pengendalian Korupsi Memoderasi Hubungan Kontribusi Sektor Jasa Terhadap Penerimaan Pajak. 

Pengaruh Kontribusi Sektor Agrikultur Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pengendalian Korupsi Sebagai 

Moderasi 

 
Pengendalian korupsi merupakan indikator kualitas institusi yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas 

pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak [13]. Dalam perspektif Tax Capacity Theory, sektor agrikultur umumnya 

memiliki potensi pajak yang relatif lebih rendah karena tingkat informalitas dan keterbatasan administrasi, namun 

peningkatan kualitas institusi dapat membantu mengoptimalkan kapasitas pajak dari sektor ini [9]. Berdasarkan teori 

institusional, pengendalian korupsi yang lebih baik akan memperkuat penegakan kebijakan perpajakan, meningkatkan 

akuntabilitas aparatur, serta mengurangi kebocoran penerimaan pajak di sektor-sektor yang sulit dipajaki seperti agrikultur 

[30]. Dengan demikian, pengendalian korupsi yang efektif akan memperkuat pengaruh kontribusi sektor agrikultur terhadap 

penerimaan pajak, meskipun secara langsung sektor ini cenderung memberikan kontribusi pajak yang lebih rendah. 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H11: Pengendalian Korupsi Memoderasi Hubungan Kontribusi Sektor Agrikultur Terhadap Penerimaan Pajak. 

Pengaruh Kontribusi Sektor Industri Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pengendalian Korupsi Sebagai 

Moderasi 

 
Pengendalian korupsi merupakan indikator kualitas institusi yang mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan dalam 
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menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas publik [13]. Dalam perspektif Tax Capacity Theory, meningkatnya kontribusi 

sektor industri mencerminkan meluasnya aktivitas ekonomi formal dengan potensi pajak yang tinggi, namun realisasi 

potensi tersebut sangat bergantung pada kualitas institusi fiskal [9]. Berdasarkan teori institusional, tingkat pengendalian 

korupsi yang lebih baik akan meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan industri, memperkuat penegakan regulasi, serta 

mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang sering terjadi pada sektor dengan nilai transaksi dan skala 

usaha yang besar [30]. Dengan demikian, pengendalian korupsi yang efektif akan memperkuat pengaruh kontribusi sektor 

industri terhadap penerimaan pajak. 

 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 
H12: Pengendalian Korupsi Memoderasi Hubungan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Penerimaan Pajak. 

 

II. Metode 

Jenis Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada pengujian 

hubungan kausal antarvariabel melalui analisis data numerik dan teknik statistik [33]. Pendekatan kuantitatif digunakan 

karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Foreign Direct Investment, urbanisasi, pendapatan per kapita, 

kontribusi sektor jasa, agrikultur, dan industri terhadap penerimaan pajak, serta menguji peran pengendalian korupsi 

sebagai variabel moderasi pada negara-negara berkembang di kawasan Asia. Penelitian kuantitatif memungkinkan 

pengukuran variabel secara objektif dan pengujian hipotesis secara empiris melalui model regresi linear berganda [33]. 

 
Jenis dan Sumber Data 

 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui lembaga internasional yang 

kredibel dan relevan dengan topik penelitian [33]. Data dalam penelitian ini, data bersumber dari web resmi World Bank dan 

International Monetary Fund (IMF), yang mencakup data Foreign Direct Investment, urbanisasi, pendapatan per kapita, 

kontribusi sektor jasa, agrikultur, industri, penerimaan pajak, serta pengendalian korupsi pada negara berkembang di 

kawasan Asia. 

 
Populasi dan Sampel 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah negara-negara berkembang di kawasan Asia yang diklasifikasikan oleh World Bank 

sebagai negara berpendapatan lower-middle income dan upper-middle income berdasarkan klasifikasi pendapatan nasional 

bruto (Gross National Income/GNI per capita). Negara lower-middle income merupakan negara dengan GNI per kapita 

sebesar USD 1.136–4.495, sedangkan negara upper-middle income merupakan negara dengan GNI per kapita sebesar USD 

4.496–13.935 [5]. Negara yang termasuk dalam kedua kategori tersebut masih diklasifikasikan sebagai negara berkembang 

(developing countries) dan menjadi populasi dalam penelitian ini. Populasi penelitian terdiri atas 26 negara, yaitu Armenia, 

Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Tiongkok, Georgia, India, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Laos, 

Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, 

Türkiye, Uzbekistan, dan Vietnam. Periode penelitian mencakup tahun 2020–2024 yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam 

dua klaster, yaitu periode pandemi Covid-19 (2020–2021), dan periode new normal (2022–2024). Pengelompokan periode 

tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan perbedaan pengaruh variabel penelitian terhadap penerimaan 

pajak selama pandemi Covid-19 dan setelah pandemi Covid-19. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 

 
Tabel 1 Pemilihan Sampel  

Kriteria Jumlah 
Negara yang masuk kategori lower-middle income & upper-middle income di kawasan Asia 26 
Negara lower-middle income & upper-middle income yang tidak memiliki data lengkap foreign direct investment, 
urbanisasi, pendapatan per kapita, kontribusi sektor jasa, agrikultur, industri, penerimaan pajak dan pengendalian 
korupsi tahun 2020-2024 

(2) 

Sampel terpilih 24 
Periode penelitian 2020-2024 5 
Total Sampel 120 

Sumber : Diolah Penulis (2026) 
 

Dengan jumlah 24 negara dan periode 5 tahun, total sampel penelitian berjumlah 120 data observasi terbagi atas 2 klaster 

yaitu periode pandemi Covid-19 (2020-2021) berjumlah 48 data observasi dan periode new normal (2022-2024) berjumlah 

72 data observasi. Data diunduh pada jam 20:00 WIB ditanggal 08 Mei 2026. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan 

mencatat data sekunder yang relevan dengan variabel penelitian dari sumber resmi dan terpercaya [33]. Data yang 

dikumpulkan meliputi Foreign Direct Investment, urbanisasi, pendapatan per kapita, kontribusi sektor jasa, agrikultur, 

industri, penerimaan pajak, serta pengendalian korupsi pada negara-negara berkembang di kawasan Asia. Seluruh data 

diperoleh dari basis data World Bank dan International Monetary Fund (IMF) untuk periode 2020–2024, sehingga data yang 

digunakan bersifat konsisten dan dapat diperbandingkan antarnegara serta antarperiode waktu. 
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Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 
Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai variabel penelitian agar dapat diukur secara empiris sesuai dengan 

konsep teoritis yang digunakan [34]. Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi variabel independen, variabel 

dependen, dan variabel moderasi. Variabel independen meliputi Foreign Direct Investment (FDI), urbanisasi, pendapatan 

per kapita, kontribusi sektor jasa, kontribusi sektor agrikultur, dan kontribusi sektor industri. Variabel dependen adalah 

penerimaan pajak, sedangkan variabel moderasi adalah pengendalian korupsi. Definisi operasional dan pengukuran masing-

masing variabel dijelaskan sebagai berikut. 

 
Tabel 2 Definisi Operasional Variabel  

Variabel Indikator Skala Sumber 
Variabel Independen    
Foreign Direct Investment (FDI) 𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

GDP
 𝑥 100% 

 

Rasio [14]  
[35] 

 
Urbanisasi 

 
Penduduk Urban

Total Populasi
 𝑥 100% 

 

Rasio [3] [36] 
 

Pendapatan Per Kapita 
𝑙𝑜𝑔 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙( 

GDP

Jumlah Penduduk
 ) 

 

Rasio [12] [17] 
 

Kontribusi Sektor Jasa 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒

GDP
 𝑥 100% 

 

Rasio [18] [19] 
 

Kontribusi Sektor Agrikultur 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

GDP
 𝑥 100% 

 

Rasio [37] [21] 
 

Kontribusi Sektor Industri 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

GDP
 𝑥 100% 

 

Rasio [13] [23] 

    
Variabel Dependen    
Penerimaan Pajak 

 
𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝐺𝐷𝑃
 𝑥 100% 

Rasio [14]  
[38] 

    
Variabel Moderasi    
Pengendalian Korupsi Indeks Pengendalian Korupsi 

 
Rasio [12] [39] 

    
Sumber : Diolah Penulis (2026) 

Teknik Analisis Data 

 
Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif melalui bantuan perangkat 

lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS). Untuk menangkap dinamika perubahan kondisi ekonomi akibat 

pandemi Covid-19, data penelitian dikelompokkan ke dalam dua klaster periode, yaitu periode pandemi Covid-19 

(2020–2021), dan periode new normal (2022–2024). Seluruh tahapan analisis data dilakukan secara terpisah pada masing-

masing klaster periode. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut: 

 
1. Analisis Statistik Deskriptif 

 
Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan 

dalam penelitian. Informasi yang disajikan meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi 

dari setiap variabel penelitian [40]. Melalui analisis ini, peneliti dapat memperoleh gambaran awal mengenai distribusi data 

serta tingkat variasi masing-masing variabel pada setiap klaster periode penelitian. 

 
2. Uji Asumsi Klasik 

 
Sebelum melakukan pengujian hipotesis, model regresi perlu memenuhi asumsi-asumsi dasar regresi linier klasik agar hasil 

estimasi yang diperoleh bersifat valid, tidak bias, dan efisien [40]. Oleh karena itu, pengujian asumsi klasik dilakukan 

terlebih dahulu pada masing-masing klaster periode penelitian. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan 

meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 

 
a. Uji Normalitas 

 
Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah nilai residual pada model regresi mengikuti distribusi normal. Terpenuhinya 

asumsi normalitas menjadi salah satu syarat agar pengujian statistik, khususnya uji t, dapat memberikan hasil yang dapat 

diandalkan. Pengujian dilakukan menggunakan metode Kolmogorov–Smirnov dengan taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). 

Residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 [40]. 

 
b. Uji Multikolinearitas 

 
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan korelasi yang tinggi antar variabel independen 

dalam model regresi. Keberadaan multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil. Pengujian 
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multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dinyatakan bebas dari 

multikolinearitas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 [40]. 

 
c. Uji Heteroskedastisitas 

 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan atau tidak. 

Ketidakkonsistenan varians residual menunjukkan adanya heteroskedastisitas yang dapat memengaruhi keakuratan standar 

error. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode scatterplot. Model regresi 

dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola 

tertentu [40]. 

 
d. Uji Autokorelasi 

 
Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual pada satu periode dengan periode lainnya. 

Pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan statistik Durbin–Watson (DW). Model regresi dinyatakan bebas dari 

autokorelasi apabila nilai Durbin–Watson berada dalam batas yang telah ditentukan [40]. 

 
3. Analisis Regresi Linier Berganda dan Moderasi 

 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh Foreign Direct Investment, urbanisasi, pendapatan per 

kapita, kontribusi sektor jasa, agrikultur, dan industri terhadap penerimaan pajak. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

dilakukan berdasarkan hasil estimasi model regresi yang diestimasi secara terpisah untuk masing-masing klaster periode 

penelitian. Pengujian hipotesis meliputi: 

 
a. Koefisien Determinasi (R²) 

 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi diukur menggunakan Adjusted R², mengingat model regresi 

melibatkan lebih dari satu variabel independen serta variabel interaksi. Nilai Adjusted R² menunjukkan proporsi variasi 

penerimaan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian [40]. 

 
b. Uji t (Uji Parsial) 

 
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, 

termasuk menguji signifikansi variabel interaksi pada model regresi moderasi. Pengambilan keputusan didasarkan pada 

taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). Suatu variabel dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan apabila nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 [40]. 

 
c. Moderated Regression Anaysis (MRA) 

 
Selanjutnya, untuk menganalisis peran pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi, penelitian ini menerapkan metode 

Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menambahkan variabel interaksi antara masing-masing variabel independen 

dan variabel moderasi ke dalam model regresi [40]. Analisis MRA dilakukan secara terpisah pada dua klaster periode, yaitu 

periode pandemi Covid-19 (2020–2021) dan periode new normal (2022–2024). Pendekatan tersebut digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan pengaruh variabel-variabel penelitian serta efektivitas peran moderasi pengendalian korupsi 

pada dua kondisi ekonomi yang berbeda. 

 

Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik data pada setiap variabel penelitian. Informasi 

yang disajikan meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi sehingga dapat memberikan 

gambaran umum mengenai 

 

Tabel 3 : Hasil Uji Statistik Deskriptif Klaster 1 

Descriptive Statistics 

Klaster 1 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

FDI (X1) 48 -4,24461 12,11152 2,9860975 3,97029896 

Urbanisasi (X2) 48 28,85395 75,35103 50,0550512 15,13567920 

Pendapatan Per Kapita (X3) 48 7,12907 9,25746 8,2368722 ,66591502 

Sektor Jasa (X4) 48 38,08863 61,28586 49,3893953 7,60622754 

Sektor Agrikultur (X5) 48 5,50214 22,33766 12,1250908 5,13661090 

Sektor Industri (X6) 48 12,22849 41,38604 31,6208591 7,87641241 

Penerimaan Pajak (Y) 48 6,79837 22,02576 13,9959357 4,46871138 

Pengendalian Korupsi (Z) 48 -1,14282 ,38027 -,4864842 ,44208049 
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Valid N (listwise) 48     

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, Klaster 1 memiliki 48 observasi. Variabel Foreign Direct Investment (FDI) memiliki 

rata-rata sebesar 2,98610 dengan standar deviasi 3,97030, menunjukkan bahwa investasi asing pada negara berkembang di 

Asia selama periode pandemi memiliki variasi yang cukup tinggi. Variabel urbanisasi memiliki rata-rata 50,05505, 

pendapatan per kapita sebesar 8,23687, kontribusi sektor jasa sebesar 49,38940%, kontribusi sektor agrikultur sebesar 

12,12509%, dan kontribusi sektor industri sebesar 31,62086%. Sementara itu, variabel dependen penerimaan pajak 

memiliki rata-rata 13,99594% terhadap PDB dengan standar deviasi 4,46871, yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat 

penerimaan pajak antarnegara. Adapun variabel moderasi pengendalian korupsi memiliki rata-rata -0,48648, yang 

mengindikasikan bahwa secara umum kualitas pengendalian korupsi pada negara berkembang di Asia selama periode 

pandemi masih tergolong relatif rendah. 

 

Tabel 4 : Hasil Uji Statistik Deskriptif Klaster 2 

Descriptive Statistics 

Klaster 2 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

FDI (X1) 72 ,31386 10,90364 3,4547855 3,45444842 

Urbanisasi (X2) 72 30,39126 70,38358 50,5798217 14,37690651 

Pendapatan Per Kapita (X3) 72 7,33189 9,46449 8,4363330 ,71539471 

Sektor Jasa (X4) 72 39,81685 61,99214 50,9784927 7,78818453 

Sektor Agrikultur (X5) 72 5,48866 20,17059 11,2759832 4,88021072 

Sektor Industri (X6) 72 18,95143 40,51356 31,4227223 7,31177733 

Penerimaan Pajak (Y) 72 9,06187 22,38875 15,1628860 4,38949488 

Pengendalian Korupsi (Z) 72 -1,19414 ,11495 -,5394418 ,42796393 

Valid N (listwise) 72     

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 

 
Analisis Klaster 2 terdiri atas 72 observasi. Variabel Foreign Direct Investment (FDI) memiliki rata-rata sebesar 3,45479 

dengan standar deviasi 3,45445, yang menunjukkan bahwa arus investasi asing pada periode new normal cenderung lebih 

stabil dibandingkan periode pandemi. Variabel urbanisasi memiliki rata-rata 50,57982, pendapatan per kapita sebesar 

8,43633, kontribusi sektor jasa sebesar 50,97849%, kontribusi sektor agrikultur sebesar 11,27598%, dan kontribusi sektor 

industri sebesar 31,42272%. Variabel penerimaan pajak memiliki rata-rata 15,16289% terhadap PDB dengan standar deviasi 

4,38949, yang menunjukkan adanya peningkatan rata-rata penerimaan pajak dibandingkan Klaster 1. Sementara itu, 

variabel pengendalian korupsi memiliki rata-rata -0,53944, sehingga secara umum kualitas pengendalian korupsi pada 

negara berkembang di Asia masih berada pada kategori yang relatif rendah. 

 
Uji Asumsi Klasik 

 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa estimasi koefisien regresi yang dihasilkan bersifat tidak bias dan 

efisien. Pengujian asumsi klasik dilakukan secara terpisah untuk setiap klaster periode penelitian. Uji asumsi klasik dalam 

penelitian ini meliputi beberapa pengujian sebagai berikut: 

 
a. Uji Normalitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5 : Hasil Uji Normalitas Klaster 1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Klaster 1 

Unstandardized 

Residual 

 N 48 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,16050533 

Most Extreme Differences Absolute ,091 

Positive ,081 

Negative -,091 

Test Statistic ,091 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c 
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Sumber : Data diolah dengan SPSS 26  
 

Tabel 6 : Hasil Uji Normalitas Klaster 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Klaster 2 

Unstandardized 

Residual 

N 72 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,13520731 

Most Extreme Differences Absolute ,086 

Positive ,082 

Negative -,086 

Test Statistic ,086 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas pada kedua model, yaitu Klaster 1 dan Klaster 2, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 

0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual pada seluruh model regresi berdistribusi normal sehingga asumsi 

normalitas telah terpenuhi [40]. 

 
b. Uji Multikolinearitas 

 
Tabel 7 : Hasil Uji Multikolinearitas Klaster 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 
 

Tabel 8 : Hasil Uji Multikolinearitas Klaster 2  

Klaster 2 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

FDI (X1) ,924 1,082 

Urbanisasi (X2) ,482 2,074 

Pendapatan Per Kapita (X3) ,123 8,125 

Sektor Jasa (X4) ,271 3,696 

Sektor Agrikultur (X5) ,234 4,276 

Sektor Industri (X6) ,300 3,337 

Pengendalian Korupsi (Z) ,507 1,972 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 

 
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada kedua model, dapat disimpulkan seluruh variabel memenuhi kriteria bebas 

multikolinearitas. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga asumsi tidak adanya 

multikolinearitas bisa sepenuhnya terpenuhi [40]. 

 

Klaster 1 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

FDI (X1) ,715 1,399 

Urbanisasi (X2) ,560 1,787 

Pendapatan Per Kapita (X3) ,160 6,238 

Sektor Jasa (X4) ,284 3,524 

Sektor Agrikultur (X5) ,276 3,625 

Sektor Industri (X6) ,363 2,752 

Pengendalian Korupsi (Z) ,544 1,840 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

 
Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Klaster 1  

 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 

 
Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Klaster 2  

 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 

 
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada kedua tabel scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar 

secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola bergelombang, melebar, maupun menyempit. Selain itu, 

penyebaran titik berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y secara relatif merata. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas dalam model regresi 

telah terpenuhi [40]. 

 
d. Uji Autokorelasi 

Tabel 9 : Hasil Uji Autokorelasi Klaster 1 

 

Model Durbin-Watson 

1 1,825 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 26  
 

Tabel 10 : Hasil Uji Autokorelasi Klaster 2 

 

Model Durbin-Watson 

1 1,790 
 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 

Berdasarkan hasil estimasi klaster 1, koefisien Durbin-Watson (DW) yang didapatkan adalah sebesar 1,825. Nilai tersebut 

kemudian dikonversikan dengan tabel statistik DW pada parameter 6 variabel independen (k) dan 48 total sampel (n) 

dengan signifikansi 5%. Dari rujukan tersebut, diperoleh angka batas atas (dU) senilai 1,772 dan nilai formula komplemen (4 

- dU) sebesar 2,228. Dikarenakan besaran nilai DW hitung berada tepat di dalam rentang kedua ambang batas tersebut  

(1,772 < 1,825 < 2,228), maka dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari indikasi 

autokorelasi [40]. 

 
Sedangkan untuk klaster 2, koefisien Durbin-Watson (DW) yang didapatkan adalah sebesar 1,790. Nilai tersebut kemudian 

dikonversikan dengan tabel statistik DW pada parameter 6 variabel independen (k) dan 72 total sampel (n) dengan 

signifikansi 5%. Dari rujukan tersebut, diperoleh angka batas atas (dU) senilai 1,768 dan nilai formula komplemen (4 - dU) 

sebesar 2,232. Dikarenakan besaran nilai DW hitung berada tepat di dalam rentang kedua ambang batas tersebut (1,768 < 

1,790 < 2,232), maka dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari indikasi autokorelasi [40]. 
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Analisis Regresi & Uji Hipotesis 

 
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, serta mengevaluasi peran variabel moderasi dalam memengaruhi hubungan antara kedua variabel tersebut [40]. 

Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis penelitian dapat diterima atau ditolak berdasarkan 

hasil analisis statistik. Melalui pengujian ini, tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, termasuk 

kontribusi variabel moderasi, dapat diidentifikasi secara kuantitatif. Dalam penelitian ini, taraf signifikansi yang digunakan 

adalah 0,05. Dengan demikian, hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sedangkan 

hipotesis ditolak apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 [40]. 

 
a. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Tabel 11 : Nilai Koefisien Determinasi Klaster 1 

Model Summary (Klaster 1) 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,830a ,688 ,633 ,17431552 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 
 

Tabel 12 : Nilai Koefisien Determinasi Klaster 2 

Model Summary (Klaster 2) 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,821a ,674 ,638 ,14252102 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Klaster 1, diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,688. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri atas X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 mampu menjelaskan variasi pada 

variabel dependen (Y) sebesar 68,8%. Adapun sebesar 31,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang 

tidak dianalisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, model regresi pada Klaster 1 memiliki kemampuan yang cukup baik 

dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. 

 
Sedangkan pada Klaster 2, nilai koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh adalah sebesar 0,674. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebesar 67,4% variasi variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen yang 

digunakan dalam model, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Sementara itu, sebesar 32,6% variasi lainnya dipengaruhi oleh 

variabel di luar model penelitian. Nilai R Square yang lebih tinggi pada Klaster 2 menunjukkan bahwa model regresi pada 

klaster ini memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menjelaskan variasi variabel dependen dibandingkan dengan model 

pada Klaster 1. 

 
b. Uji t (Parsial) 

 

 

Tabel 13 : Hasil Uji t Klaster 1 

Coefficientsa 

Klaster 1 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,007 ,025  -,260 ,796 

FDI (X1) ,078 ,027 ,306 2,895 ,006 

Urbanisasi (X2) ,609 ,118 ,616 5,158 ,000 

Pendapatan Per Kapita (X3) -1,446 ,889 -,363 -1,628 ,112 

Sektor Jasa (X4) -,491 ,347 -,237 -1,413 ,166 

Sektor Agrikultur (X5) -,326 ,135 -,412 -2,423 ,020 

Sektor Industri (X6) ,776 ,185 ,620 4,184 ,000 
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a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y) 
 

Tabel 14 : Hasil Uji t Klaster 2 

Coefficientsa 

Klaster 2 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,002 ,017  -,128 ,898 

FDI (X1) ,061 ,022 ,204 2,729 ,008 

Urbanisasi (X2) ,444 ,101 ,455 4,396 ,000 

Pendapatan Per Kapita (X3) -,225 ,730 -,063 -,308 ,759 

Sektor Jasa (X4) ,900 ,262 ,474 3,429 ,001 

Sektor Agrikultur (X5) -,398 ,103 -,577 -3,882 ,000 

Sektor Industri (X6) 1,098 ,161 ,898 6,832 ,000 

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y) 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 

 
Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada klaster 1 (tabel 13) diketahui bahwa variabel Foreign Direct Investment (X1) memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,006, urbanisasi (X2) sebesar 0,000, sektor agrikultur (X5) sebesar 0,116, dan sektor industri (X6) 

sebesar 0,000, yang seluruhnya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga variabel-variabel tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Sementara itu, variabel sektor jasa (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,201 

dan pendapatan per kapita (X3) sebesar 0,112 yang lebih besar dari 0,05, sehingga variabel tersebut tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, pada Klaster 1 hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh FDI, 

urbanisasi, sektor agrikultur, dan sektor industri terhadap penerimaan pajak diterima, sedangkan hipotesis mengenai 

pengaruh pendapatan per kapita dan sektor jasa terhadap penerimaan pajak ditolak. 

 
Sedangkan untuk hasil uji klaster 2 (tabel 14) diketahui bahwa variabel Foreign Direct Investment (X1) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,008, urbanisasi (X2) sebesar 0,000, sektor jasa (X4) sebesar 0,001, sektor agrikultur (X5) sebesar 

0,000, dan sektor industri (X6) sebesar 0,000, yang seluruhnya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga variabel-

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Sebaliknya, variabel pendapatan per kapita (X3) 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,759 yang lebih besar dari 0,05, sehingga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, pada Klaster 2 hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh FDI, urbanisasi, 

sektor jasa, sektor agrikultur, dan sektor industri terhadap penerimaan pajak diterima, sedangkan hipotesis mengenai 

pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak ditolak. 

 
c. Uji Analisis Regresi Moderasi 

Tabel 15 : Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Klaster 1 

Coefficientsa 

Klaster 1 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,017 0,38  -,453 ,654 

X1Z ,049 ,038 ,163 1,296 ,204 

X2Z ,369 ,233 ,289 1,584 ,122 

X3Z -2,815 1,489 -,557 -1,891 ,067 

X4Z ,218 ,667 ,074 ,327 ,746 

X5Z -,470 ,224 -,381 -2,100 ,043 

X6Z ,891 ,383 ,566 2,326 ,026 

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y) 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 26  

 

Tabel 16 : Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Klaster 2 

Coefficientsa 
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Klaster 2 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,024 ,020  -1,220 ,228 

X1Z ,033 ,043 ,067 ,759 ,451 

X2Z ,424 ,301 ,318 1,406 ,165 

X3Z -3,616 1,723 -,876 -2,099 ,040 

X4Z 1,226 ,602 ,360 2,037 ,046 

X5Z -,128 ,200 -,117 -,637 ,526 

X6Z ,889 ,390 ,466 2,281 ,026 

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y) 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 

Berdasarkan hasil pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) pada Klaster 1 (tabel 15), diketahui bahwa variabel 

interaksi FDI dengan Pengendalian Korupsi (X1Z) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,204, Urbanisasi dengan Pengendalian 

Korupsi (X2Z) sebesar 0,122, Pendapatan Per Kapita dengan Pengendalian Korupsi (X3Z) sebesar 0,067, serta Sektor Jasa 

dengan Pengendalian Korupsi (X4Z) sebesar 0,746. Seluruh nilai signifikansi tersebut berada di atas batas signifikansi 0,05, 

sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian korupsi belum mampu 

memoderasi hubungan antara FDI, urbanisasi, pendapatan per kapita, maupun sektor jasa terhadap penerimaan pajak. 

Berbeda dengan hasil tersebut, interaksi Sektor Agrikultur dengan Pengendalian Korupsi (X5Z) memperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,043 (<0,05), sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,470 menunjukkan 

bahwa pengendalian korupsi berperan sebagai moderator yang memperlemah pengaruh sektor agrikultur terhadap 

penerimaan pajak. Selain itu, interaksi Sektor Industri dengan Pengendalian Korupsi (X6Z) juga terbukti signifikan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,026. Koefisien B yang bernilai positif sebesar 0,891 menunjukkan bahwa pengendalian korupsi 

memperkuat pengaruh sektor industri terhadap penerimaan pajak. 

 
Sedangkan pada Klaster 2 (tabel 16) diperoleh hasil yang relatif berbeda. Variabel interaksi FDI dengan Pengendalian 

Korupsi (X1Z), Urbanisasi dengan Pengendalian Korupsi (X2Z), serta Sektor Agrikultur dengan Pengendalian Korupsi (X5Z) 

masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,451, 0,165, dan 0,526. Karena seluruh nilai tersebut lebih besar dari 

0,05, hipotesis untuk ketiga variabel tersebut ditolak, yang berarti pengendalian korupsi tidak berperan sebagai variabel 

moderasi dalam hubungan antara FDI, urbanisasi, dan sektor agrikultur terhadap penerimaan pajak. Sebaliknya, interaksi 

Pendapatan Per Kapita dengan Pengendalian Korupsi (X3Z) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,040, sehingga hipotesis 

diterima. Koefisien regresi sebesar -3,616 mengindikasikan bahwa pengendalian korupsi memperlemah pengaruh 

pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak. Sementara itu, interaksi Sektor Industri dengan Pengendalian Korupsi 

(X6Z) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,026 dengan koefisien B sebesar 0,889. Temuan tersebut menunjukkan 

bahwa pengendalian korupsi mampu memperkuat pengaruh sektor industri terhadap penerimaan pajak. Hasil yang sama 

juga ditemukan pada interaksi Sektor Jasa dengan Pengendalian Korupsi (X4Z) yang memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,046. Dengan koefisien B sebesar 1,226, pengendalian korupsi berperan memperkuat hubungan sektor jasa terhadap 

penerimaan pajak. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Penerimaan Pajak 

 
Hasil uji statistik t (parsial) menunjukkan bahwa variabel Foreign Direct Investment (FDI) berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak pada kedua klaster penelitian. Pada Klaster 1 (periode pandemi Covid-19) diperoleh nilai t hitung sebesar 

2,895 dengan nilai signifikansi 0,006 < 0,05, sedangkan pada Klaster 2 (periode new normal) diperoleh nilai t hitung 

sebesar 2,729 dengan nilai signifikansi 0,008 < 0,05, sehingga H1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Foreign 

Direct Investment berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada kedua periode penelitian. Nilai t yang bernilai 

positif mengindikasikan adanya hubungan positif, sehingga peningkatan Foreign Direct Investment diikuti oleh peningkatan 

penerimaan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa masuknya investasi asing mampu meningkatkan aktivitas produksi, 

penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, serta pertumbuhan dunia usaha yang pada akhirnya memperluas basis 

pemungutan pajak di negara berkembang di Asia [11]. Hasil ini sejalan dengan Tax Capacity Theory yang menjelaskan 

bahwa kapasitas suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi dan 

kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi perpajakan [9]. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang menunjukkan bahwa Foreign Direct Investment dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui pertumbuhan 

ekonomi, perluasan sektor formal, dan meningkatnya aktivitas ekonomi, meskipun besarnya pengaruh tetap dipengaruhi 

oleh kebijakan insentif investasi dan efektivitas administrasi perpajakan di masing-masing negara [11]. 

 
Pengaruh Urbanisasi Terhadap Penerimaan Pajak 

 
Hasil uji statistik t (parsial) menunjukkan bahwa variabel urbanisasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada kedua 

klaster penelitian. Pada Klaster 1 (periode pandemi Covid-19) diperoleh nilai t hitung sebesar 5,158 dengan nilai signifikansi 

0,000 < 0,05, sedangkan pada Klaster 2 (periode new normal) diperoleh nilai t hitung sebesar 4,396 dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H2 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa urbanisasi berpengaruh signifikan 
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terhadap penerimaan pajak pada kedua periode penelitian. Nilai t yang bernilai positif mengindikasikan adanya hubungan 

positif, sehingga peningkatan tingkat urbanisasi diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak. Temuan ini menunjukkan 

bahwa meningkatnya konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi, perluasan 

sektor formal, serta meningkatnya produksi, perdagangan, dan konsumsi yang pada akhirnya memperluas basis 

pemungutan pajak di negara berkembang di Asia [3]. Hasil ini sejalan dengan Tax Capacity Theory yang menjelaskan bahwa 

karakteristik struktural suatu negara memengaruhi kapasitas pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak [9], serta 

didukung oleh Teori Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi yang menjelaskan bahwa transformasi ekonomi dari wilayah 

perdesaan menuju perkotaan meningkatkan produktivitas dan potensi perpajakan [29]. Temuan ini juga sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa urbanisasi dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan aktivitas 

ekonomi, meningkatnya formalisasi usaha, dan berkembangnya basis pajak, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh 

kapasitas administrasi perpajakan dan kualitas tata kelola di masing-masing negara [3]. 

 
Pengaruh Pendapatan per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak 

Hasil uji statistik t (parsial) menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak pada kedua klaster penelitian. Pada Klaster 1 (periode pandemi Covid-19), diperoleh nilai t hitung sebesar 

-1,628 dengan nilai signifikansi sebesar 0,112 (> 0,05), sedangkan pada Klaster 2 (periode new normal), diperoleh nilai t 

hitung sebesar -0,308 dengan nilai signifikansi sebesar 0,759 (> 0,05), sehingga H3 ditolak pada kedua periode. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa perubahan level pendapatan per kapita tidak secara langsung mendorong peningkatan maupun 

penurunan penerimaan pajak, baik saat krisis pandemi maupun pada masa pemulihan. Temuan ini diduga dipengaruhi oleh 

dominasi sektor informal serta belum optimalnya cakupan basis pajak di beberapa negara berkembang di Asia, sehingga 

peningkatan pendapatan per kapita tidak serta-merta tertangkap ke dalam sistem perpajakan resmi [28]. Hasil tersebut 

berbeda dari ekspektasi Tax Capacity Theory yang umumnya mengasumsikan bahwa kenaikan pendapatan per kapita akan 

meningkatkan kapasitas perpajakan negara secara otomatis [9]. Tidak signifikannya pengaruh variabel ini mengindikasikan 

bahwa efektivitas penyerapan potensi pajak dari pendapatan per kapita lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis lain, 

seperti kapasitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas insentif dan kebijakan fiskal yang 

diterapkan di masing-masing negara [28]. 

 
Pengaruh Kontribusi Sektor Jasa Terhadap Penerimaan Pajak 

 
Hasil uji statistik t (parsial) menunjukkan bahwa variabel kontribusi sektor jasa memberikan hasil yang berbeda pada kedua 

klaster penelitian. Pada Klaster 1 (periode pandemi Covid-19), diperoleh nilai t hitung sebesar -1,413 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,166 (> 0,05), sehingga H4 ditolak. Sementara itu, pada Klaster 2 (periode new normal), diperoleh nilai  

t hitung sebesar 3,429 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (< 0,05), sehingga H4 diterima. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa kontribusi sektor jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada masa pandemi, tetapi 

berpengaruh signifikan pada periode new normal. Nilai t hitung yang bernilai positif pada Klaster 2 mengindikasikan adanya 

hubungan yang searah, di mana peningkatan kontribusi sektor jasa diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak. Temuan ini 

menunjukkan bahwa pada masa pemulihan pascapandemi (new normal), mengeliatnya kembali aktivitas di sektor jasa 

seperti perdagangan, transportasi, pariwisata, dan layanan keuangan mampu memberikan dorongan nyata terhadap 

perluasan basis pajak dan penerimaan negara di negara berkembang Asia. Hasil ini sejalan dengan Tax Capacity Theory dan 

Teori Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi yang menjelaskan bahwa pergeseran struktur ekonomi menuju sektor yang 

berbasis jasa dan bernilai tambah tinggi dapat meningkatkan kapasitas perpajakan nasional, terlebih ketika kapasitas 

administrasi dan aktivitas pemungutan pajak kembali optimal pascapandemi [9], [29]. Temuan ini juga didukung oleh 

penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa peningkatan kontribusi sektor jasa berpengaruh positif terhadap penerimaan 

pajak seiring dengan meningkatnya tingkat formalisasi ekonomi, kualitas tata kelola, dan kapasitas administrasi perpajakan 

di masing-masing negara [12], [20]. 

 
Pengaruh Kontribusi Sektor Agrikultur Terhadap Penerimaan Pajak 

 
Hasil uji statistik t (parsial) menunjukkan bahwa variabel kontribusi sektor agrikultur berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak pada kedua klaster penelitian. Pada Klaster 1 (periode pandemi Covid-19) diperoleh nilai t hitung sebesar -2,423 

dengan nilai signifikansi 0,020 < 0,05, sedangkan pada Klaster 2 (periode new normal) diperoleh nilai t hitung sebesar 

-3,882 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H5 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor 

agrikultur berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada kedua periode penelitian. Nilai t yang bernilai negatif 

mengindikasikan adanya hubungan negatif, sehingga peningkatan kontribusi sektor agrikultur diikuti oleh penurunan 

penerimaan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pada negara berkembang di Asia, dominasi sektor agrikultur umumnya 

mencerminkan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer dengan produktivitas relatif rendah, tingginya 

aktivitas informal, serta berbagai fasilitas dan pengecualian perpajakan di sektor pertanian, sehingga potensi penerimaan 

pajak belum dapat dioptimalkan. Hasil ini sejalan dengan Tax Capacity Theory dan Teori Pertumbuhan dan Struktur 

Ekonomi yang menjelaskan bahwa struktur ekonomi memengaruhi kapasitas perpajakan, di mana semakin besar proporsi 

sektor primer dalam perekonomian, semakin terbatas kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak 

dibandingkan sektor yang memiliki nilai tambah dan tingkat formalisasi lebih tinggi [9] [29]. Temuan ini juga sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kontribusi sektor agrikultur terhadap penerimaan pajak dipengaruhi oleh 

produktivitas sektor, tingkat formalisasi ekonomi, serta efektivitas kebijakan dan administrasi perpajakan di masing-masing 

negara [13]. 

 
Pengaruh Kontribusi Sektor Industri Terhadap Penerimaan Pajak 

 
Hasil uji statistik t (parsial) menunjukkan bahwa variabel kontribusi sektor industri berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak pada kedua klaster penelitian. Pada Klaster 1 (periode pandemi Covid-19), diperoleh nilai t hitung sebesar 

4,184 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05), sedangkan pada Klaster 2 (periode new normal), diperoleh nilai t 

hitung sebesar 6,832 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05), sehingga H6 diterima. Nilai t hitung yang bernilai 
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positif pada kedua klaster mengindikasikan adanya arah hubungan yang searah, di mana peningkatan kontribusi sektor 

industri diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pada negara 

berkembang di Asia, sektor industri manufaktur dan pengolahan merupakan basis pemajakan yang sangat potensial dan 

efektif, karena memiliki tingkat formalisasi usaha yang tinggi, skala ekonomi yang besar, serta skema pemotongan pajak 

(withholding tax) yang lebih terstruktur dibandingkan sektor lainnya. Hasil ini sejalan dengan Tax Capacity Theory dan Teori 

Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi yang menjelaskan bahwa industrialisasi memicu pergeseran struktur ekonomi menuju 

sektor berproduktivitas tinggi yang secara signifikan mampu memperluas basis pajak dan meningkatkan kapasitas 

perpajakan negara [9], [29]. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa peningkatan 

kontribusi sektor industri mendorong penerimaan pajak secara positif melalui peningkatan efisiensi administrasi 

perpajakan, tingginya kepatuhan wajib pajak badan, serta besarnya nilai tambah ekonomi yang dihasilkan [13]. 

Foreign Direct Investment Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Pengendalian Korupsi 

 
Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa variabel interaksi Foreign Direct Investment (FDI) × 

Pengendalian Korupsi (X1Z) tidak mampu memoderasi pengaruh Foreign Direct Investment terhadap penerimaan pajak 

pada kedua klaster penelitian. Pada Klaster 1 (periode pandemi Covid-19), diperoleh nilai t hitung sebesar 1,296 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,204 (> 0,05), sedangkan pada Klaster 2 (periode new normal), diperoleh nilai t hitung sebesar 

0,759 dengan nilai signifikansi sebesar 0,451 (> 0,05), sehingga H7 ditolak pada kedua periode. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pengendalian korupsi tidak berperan sebagai variabel moderasi, baik yang memperkuat maupun memperlemah 

hubungan antara Foreign Direct Investment dan penerimaan pajak di negara berkembang di Asia. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa kontribusi investasi asing terhadap penerimaan pajak lebih didorong oleh skala dan produktivitas 

aktivitas investasi itu sendiri, fasilitas perpajakan yang mengikat, serta kepastian regulasi bisnis dibandingkan oleh tingkat 

efektivitas pengendalian korupsi di suatu negara. Hasil ini sejalan dengan Teori Institusional yang menjelaskan bahwa 

perbaikan kualitas institusional tidak secara otomatis mengubah hubungan antara aktivitas ekonomi dan penerimaan negara 

apabila belum didukung oleh efektivitas sistem administrasi perpajakan dan kebijakan fiskal yang konsisten [30]. Temuan ini 

juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa efektivitas kualitas institusional sebagai variabel 

moderasi sangat bergantung pada kapasitas administrasi perpajakan, kepastian hukum, serta tata kelola investasi di masing-

masing negara [11]. 

 
Urbanisasi Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Pengendalian Korupsi 

 
Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa variabel interaksi Urbanisasi × Pengendalian Korupsi 

(X2Z) tidak mampu memoderasi pengaruh urbanisasi terhadap penerimaan pajak pada kedua klaster penelitian. Pada 

Klaster 1 (periode pandemi Covid-19), diperoleh nilai t hitung sebesar 1,584 dengan nilai signifikansi sebesar 0,122 (> 0,05), 

sedangkan pada Klaster 2 (periode new normal), diperoleh nilai t hitung sebesar 1,406 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,165 (> 0,05), sehingga H8 ditolak pada kedua periode. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengendalian korupsi belum 

mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara urbanisasi dan penerimaan pajak di negara berkembang di 

Asia. Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak pesatnya urbanisasi terhadap potensi perpajakan lebih ditentukan oleh 

aglomerasi aktivitas ekonomi perkotaan, perluasan sektor formal, serta jangkauan administrasi perpajakan daerah 

dibandingkan oleh efektivitas pengendalian korupsi semata [41]. Hasil ini sejalan dengan Teori Institusional yang 

menjelaskan bahwa perbaikan kualitas institusional berperan dalam tata kelola pemerintahan, namun tidak selalu mampu 

memoderasi hubungan antara dinamika struktur demografi dan penerimaan negara apabila belum didukung oleh kapasitas 

administrasi perpajakan, kepastian regulasi, dan efektivitas pemungutan pajak yang memadai [30]. Oleh karena itu, 

pengendalian korupsi tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara urbanisasi dan penerimaan pajak. 

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa efektivitas kualitas institusional sebagai 

variabel moderasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas administrasi perpajakan, tingkat formalisasi ekonomi perkotaan, dan 

efektivitas implementasi kebijakan di masing-masing negara [11]. 

 
Pendapatan per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Pengendalian Korupsi 

 
Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa variabel interaksi Pendapatan Per Kapita × 

Pengendalian Korupsi (X3Z) memberikan hasil yang berbeda pada kedua klaster penelitian. Pada Klaster 1 (periode pandemi 

Covid-19), diperoleh nilai t hitung sebesar -1,891 dengan nilai signifikansi sebesar 0,067 (> 0,05), sehingga H9 ditolak. 

Sementara itu, pada Klaster 2 (periode new normal), diperoleh nilai t hitung sebesar -2,099 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,040 (< 0,05), sehingga H9 diterima. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif (B = -3,616) pada Klaster 2 

mengindikasikan bahwa pengendalian korupsi berperan sebagai variabel moderasi yang memperlemah pengaruh 

pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak pada periode new normal. Hasil ini menunjukkan bahwa pada masa 

pemulihan pascapandemi, peningkatan kualitas pengendalian korupsi cenderung membuat kontribusi kenaikan pendapatan 

per kapita terhadap penerimaan pajak menjadi lebih terbatas. Kondisi ini diduga terjadi karena penguatan tata kelola dan 

transparansi publik di negara berkembang Asia diimbangi oleh penerapan kebijakan relaksasi fiskal, pemanfaatan insentif 

pajak secara tepat sasaran, serta kepatuhan sukarela yang dialokasikan ke sektor-sektor non-pajak, sehingga peningkatan 

pendapatan masyarakat tidak serta-merta berbanding lurus dengan penerimaan pajak negara. Hasil ini sejalan dengan Teori 

Institusional yang menjelaskan bahwa perbaikan kualitas institusional memengaruhi cara kebijakan fiskal 

diimplementasikan, sehingga dapat mengubah atau meredam dampak langsung dari peningkatan variabel ekonomi makro 

terhadap penerimaan negara [30]. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa 

efektivitas kualitas institusional sebagai variabel moderasi bergantung pada struktur kebijakan fiskal, kapasitas administrasi 

perpajakan, dan karakteristik perekonomian di masing-masing negara [12]. 

 
Konstribusi Sektor Jasa Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Pengendalian Korupsi 

 
Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa variabel interaksi Kontribusi Sektor Jasa × 

Pengendalian Korupsi (X4Z) memberikan hasil yang berbeda pada kedua klaster penelitian. Pada Klaster 1 (periode pandemi 
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Covid-19), diperoleh nilai t hitung sebesar 0,327 dengan nilai signifikansi sebesar 0,746 (> 0,05), sehingga H10 ditolak. 

Sementara itu, pada Klaster 2 (periode new normal), diperoleh nilai t hitung sebesar 2,037 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,046 (< 0,05), sehingga H10 diterima. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif (B = 1,226) pada Klaster 2 

mengindikasikan bahwa pengendalian korupsi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh positif 

sektor jasa terhadap penerimaan pajak pada periode new normal. Hasil ini menunjukkan bahwa pada masa krisis pandemi, 

pengendalian korupsi belum mampu memoderasi hubungan sektor jasa terhadap penerimaan pajak akibat banyaknya 

pembatasan aktivitas fisik dan tingginya insentif relaksasi. Sebaliknya, pada masa pemulihan (new normal), penguatan tata 

kelola dan efektivitas pengendalian korupsi mampu mendorong pemajakan dari sektor jasa secara optimal, khususnya 

melalui pengurangan tingkat kebocoran pajak dan peningkatan kepatuhan pada subsektor jasa formal. Hasil ini sejalan 

dengan Teori Institusional yang menjelaskan bahwa perbaikan kualitas institusional dan tata kelola yang baik mampu 

memperkuat efektivitas pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi yang berkembang [30]. Temuan ini juga sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa efektivitas kualitas institusional sebagai variabel moderasi dapat 

memperkuat kontribusi sektor jasa terhadap penerimaan pajak seiring dengan meningkatnya kapasitas administrasi 

perpajakan dan transparansi publik di masing-masing negara [12]. 

 
Konstribusi Sektor Agrikultur Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Pengendalian Korupsi 

 
Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa variabel interaksi Kontribusi Sektor Agrikultur × 

Pengendalian Korupsi (X5Z) memberikan hasil yang berbeda pada kedua klaster penelitian. Pada Klaster 1 (periode pandemi 

Covid-19), diperoleh nilai t hitung sebesar -2,100 dengan nilai signifikansi sebesar 0,043 (< 0,05), sehingga H11 diterima 

pada Klaster 1. Koefisien regresi yang bernilai negatif (B = -0,470) mengindikasikan bahwa pengendalian korupsi berperan 

sebagai variabel moderasi yang memperlemah pengaruh sektor agrikultur terhadap penerimaan pajak pada masa pandemi. 

Kondisi ini dapat terjadi karena pada masa krisis pandemi, penguatan tata kelola dan transparansi instansi diikuti oleh 

pemberian fasilitas insentif, subsidi, serta pembebasan pajak secara ketat pada sektor agrikultur guna menjaga ketahanan 

pangan nasional, sehingga kontribusi sektor ini terhadap pajak menjadi semakin kecil. Sementara itu, pada Klaster 2 

(periode new normal), diperoleh nilai t hitung sebesar -0,637 dengan nilai signifikansi sebesar 0,526 (> 0,05), yang berarti 

H11 ditolak. Hasil pada Klaster 2 menunjukkan bahwa pada masa pemulihan, pengendalian korupsi tidak berperan sebagai 

variabel moderasi dalam hubungan antara sektor agrikultur dan penerimaan pajak, melainkan penerimaan pajak lebih 

ditentukan langsung oleh karakteristik struktural sektor agrikultur itu sendiri yang masih tergolong informil dan 

berproduktivitas rendah. Temuan ini secara keseluruhan sejalan dengan Teori Institusional yang menjelaskan bahwa 

perbaikan kualitas institusional memengaruhi implementasi kebijakan publik dan fiskal, namun efektivitasnya sangat 

bergantung pada prioritas kebijakan dan karakteristik tiap sektor ekonomi [30]. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang menunjukkan bahwa efektivitas kualitas institusional sebagai variabel moderasi dipengaruhi oleh kapasitas 

administrasi perpajakan, fleksibilitas insentif fiskal, serta sifat alami dari sektor ekonomi di masing-masing negara [13]. 

 
Konstribusi Sektor Industri Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Pengendalian Korupsi 

 
Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa variabel interaksi Kontribusi Sektor Industri × 

Pengendalian Korupsi (X6Z) mampu memoderasi pengaruh kontribusi sektor industri terhadap penerimaan pajak pada 

kedua klaster penelitian. Pada Klaster 1 (periode pandemi Covid-19), diperoleh nilai t hitung sebesar 2,326 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,026 (< 0,05), sedangkan pada Klaster 2 (periode new normal), diperoleh nilai t hitung sebesar 2,281 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 (< 0,05), sehingga H12 diterima pada kedua periode. Nilai koefisien regresi yang 

bernilai positif pada Klaster 1 (B = 0,891) dan Klaster 2 (B = 0,889) menunjukkan bahwa pengendalian korupsi berperan 

sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh sektor industri terhadap penerimaan pajak. Moderasi yang bersifat 

memperkuat ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas pengendalian korupsi di suatu negara, maka kontribusi 

sektor industri manufaktur dan pengolahan akan semakin optimal dalam mendorong penerimaan pajak negara. Kondisi ini 

terjadi karena penguatan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang transparan, serta administrasi perpajakan yang 

efektif mampu menekan praktik penghindaran pajak di sektor industri formal, sehingga potensi penerimaan dari sektor yang 

memiliki skala ekonomi dan nilai tambah tinggi ini dapat dihimpun secara maksimal. Hasil ini sejalan dengan Teori 

Institusional yang menjelaskan bahwa kualitas institusional yang baik memicu efektivitas implementasi kebijakan publik dan 

administrasi perpajakan, sehingga mampu memperkuat dampak positif dari sektor ekonomi utama terhadap penerimaan 

negara [30]. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa efektivitas kualitas institusional 

sebagai variabel moderasi bergantung pada kapasitas administrasi perpajakan, kepastian regulasi, dan transparansi tata 

kelola dalam mengoptimalkan pajak dari sektor industri [13]. 

 

IV. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai determinan penerimaan pajak pada negara berkembang di kawasan Asia periode 

2020–2024, penelitian ini membuktikan adanya pergeseran dan dinamika struktural antara periode pandemi Covid-19 

(Klaster 1) dan periode new normal (Klaster 2). Secara parsial, variabel Foreign Direct Investment (FDI), urbanisasi, dan 

kontribusi sektor industri terbukti secara konsisten berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada 

kedua periode. Temuan ini menegaskan bahwa arus investasi asing, konsentrasi ekonomi perkotaan, serta ekspansi sektor 

manufaktur merupakan pilar utama penopang kapasitas fiskal di negara-negara berkembang Asia. Sebaliknya, kontribusi 

sektor agrikultur secara konsisten menunjukkan pengaruh negatif signifikan pada kedua periode, yang mengindikasikan 

bahwa tingginya dominasi sektor primer yang masih didominasi aktivitas informal dan fasilitas pembebasan pajak belum 

mampu memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara. Sementara itu, pendapatan per kapita ditemukan tidak 

berpengaruh signifikan pada kedua klaster, sedangkan sektor jasa mengalami perubahan respon dari tidak signifikan pada 

masa pandemi menjadi berpengaruh positif signifikan pada masa new normal seiring berpulihnya aktivitas perdagangan dan 

pariwisata. 
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Mengenai peran kualitas institusi, pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) mengindikasikan bahwa efektivitas 

pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi bersifat selektif dan bergantung pada karakteristik sektor ekonomi serta 

kondisi krisis. Pengendalian korupsi terbukti secara konsisten mampu memperkuat pengaruh positif sektor industri 

terhadap penerimaan pajak di kedua periode, yang menunjukkan bahwa penguatan tata kelola sangat efektif dalam 

menekan praktik tax evasion pada sektor formal bermodal besar. Namun demikian, pengendalian korupsi tidak terbukti 

memoderasi pengaruh FDI dan urbanisasi pada kedua klaster. Adapun pada sektor lainnya, peran moderasi ditemukan 

secara spesifik pada periode tertentu; pengendalian korupsi memperlemah pengaruh sektor agrikultur pada masa pandemi, 

serta memperlemah pengaruh pendapatan per kapita namun memperkuat pengaruh sektor jasa pada periode new normal. 

 
Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bahwa strategi peningkatan penerimaan pajak di negara berkembang Asia 

tidak dapat disamaratakan antar-sektor maupun antar-kondisi ekonomi. Pemerintah perlu terus memacu penguatan basis 

pajak pada sektor formal seperti industri dan jasa pada masa pemulihan, sembari membenahi kapasitas administrasi 

perpajakan dan integrasi data guna menjangkau potensi penerimaan dari sektor informal serta pendapatan per kapita yang 

selama ini belum terekam optimal dalam sistem perpajakan resmi. 

 
Berangkat dari keterbatasan penelitian ini, khususnya dengan ditemukannya beberapa variabel yang tidak berpengaruh 

signifikan seperti pendapatan per kapita serta peran moderasi pengendalian korupsi yang belum optimal pada variabel FDI 

dan urbanisasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas rentang periode observasi pascapandemi agar dapat 

mengamati dinamika ekonomi jangka panjang secara lebih stabil. Selain itu, peneliti berikutnya sangat dianjurkan untuk 

mempertimbangkan variabel tambahan yang belum terekam dalam model ini, seperti estimasi tingkat ekonomi informal 

(shadow economy), tingkat digitalisasi dan efektivitas administrasi perpajakan, serta indikator tata kelola institusi lainnya 

(seperti regulatory quality atau rule of law). 
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